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PETUNJUK OPERASIONAL ( PO )
KEGIATAII PEMANFAATAN RUANG

TAIIUN ANGGARAN 2023

A. PETT]NJUK UMUM

1. Organisasi

2. Program

3. Nama Kegiatan

Dinas Peke{aan Umum Dan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
Daerah Kabupaten/Kota (Sub Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
unhrk Investasi dan Pembangunan Daerah)

Lanjutan
Belanja Langsung

Rp 159.983.517,-

Januari s.d. Desember 2023

: Poppy Mayasari, ST.

: Penata Tk. I

: Tiara Fauza" SE

: Penata Muda
: Kabupaten Pesisir Selatan

Rp 159.983.517,-

Januari s.d. Desember 2023

l. Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang/Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

2. Telaah Staf

3. Berita Acara Survey Lapangan

4. Peta Lokasi Kegiatan pada Rencana pola

Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

l. Terlaksananya Rencana Tata Ruang Wilayah
dan rencana rencana tata ruang dibawahnya
(RDTRK, RTBL dll)

2. Terciptanya keterpaduan program sektoral
dan berkurangnya potensi konflik ruang
dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang
Wilayah.

3. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan

4

5

6

7

8

Sifat Kegiatan

Bagian Belanja
Jumlah Biaya Kegiatan

Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
a. Nama

b. Jabatan

Bendahara

a. Nama

b. Jabatan

Lokasi Kegiatan

Tolak ukur indikator
a. Masukan

- Jumlah Dana

- Waktu Pelaksana

b. Keluaran

c. Hasil

I

10.

ll.

Petunjuk Operasiotral (PO)
Kegiatan Koordinasi dat| Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023
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pelaksanaan penataaan ruang di Kabupaten
Pesisir Selatan.

4. Adanya koordinasi dan kolaborasi antar
stakeholders dalam Pengendaliaan

pemanfaatan ruang di Kabupaten Pesisir
Selatan.

5. Adanya penyebarluasan informasi tentang

data dala yang berkaitan pemanfaatan ruang

dan bangunan.

6. Masyarakat memiliki ruang publik yang
humanis, aman, nyaman, murah dan ramah

lingkungan.

7. Memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA)
Tahun 2023 sebagai berikut:

Petunjuk OperasioDal (PO)
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronlsasl Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupatel/Kota Tahun 2023
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B. PETT'NJT'KKHUSUS
1. TUJUAII :

a. Sebagai pedoman administrasi kegiatan dan keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan.

b. Acuan bagi PPTK dan KPA dalam penyelenggaraan kegiatan

2. STRUKTURORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN
KOORDINASI DA}I SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAII

KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

PENANGGUNGJAWAB PROGRAAA

/PENGGUNA ANGGARAN

KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN
DAN PEI.APORAN

KEPATA BIDANG IATA RUANG
FtoNNA i tRZAt, S.T., M.St.

FUNGSIONAI Ur U,l,l PAOA
DINAS PUIR

BENDAHARA PENGEI.UARAN
PENANGGUNG JAWAE KEGIATAN/KUASA

PENGGUNA ANGGARAN

KASI PEMANTAAIAN RUANG
POPPY IIAAYASARI, S.T.

KEPATA DINAS PUIR
DEVITRA S, S.I., M.'IA.

PPK

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN G Page 8



PEJABAT PEI.AKSANA TEKNIS KEGIAIAN
( PPIK )

SEKRETARIAT PEI.AKSANA TEKNIS KEGIATAN

STAF BIDANG TATA RUANG

3. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrur 2007 Nomor 84,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 47391 , sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5603);

4. Undang-Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Ket'a (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Petunjuk OperasioDal (PO)
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruatrg Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023
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6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia Nomor 13 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

ruang dan Sinkronsasi Program Pemanfaatan Ruang.

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/I(epala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15

Tahun 2021 tenang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor I Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Angg al ,n 2022;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2022;

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas

masing - masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

Petu.rjuk Operasloral (PO)
Kegiatan I(oordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruatrg Daerah Kabupaten/Xota Tahun 2023

a. Penanggung Jswab Progrsm

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala OPD) yang bertaggung

jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup OPD dengan tugas

sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan

pengendalian atas pelaksanaan program / kegiatan.

3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya

yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang

terdapat pada DPA - OPD tahun anggaran yang bersangkutan.

5. Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen Fansaksi

kas paling lambat I x 3 bulan.

6. Menandatangani Surat Pemyataal ranggung jawab Pengguna Anggaran.

DINAS P E KE RJAAN UMUM DAN PENA TAAN RUANG Page l0



7. Menandatangani SPM.

8. Mengelola utang &n piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.

9. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD

yang dipimpinnya.

10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD.

I l. Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD.

12. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan

kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator pengelola Keuangan

Daerah.

b. Penanggung Jeweb Kegietan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa pengguna Anggaran (Kepala Bidang Bidang Tata

Ruang), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan

manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DpA-opD, sehingga semua kegiatan dapat

terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut :

l. Membantu penanggung jawab program dalam melakkan tugas yang dilimpahkan dengan

pertimbangan beban tugas dan rentang kendali / kompetensi dan pertimbangan lainnya.

2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul

Kepala OPD.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegistan ( ppTK )
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pprK) adalah Kasubag atau Stafyang memenuhi syarat

sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa pengguna Anggaran, dengan tugas

sebagai berikut :

I Mengendalikan pelaksanaan kegiatan .

2 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

3 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegaiatan.

d. Pejabrt Penatousahern Keuengan ( ppK )
Pejabat Penatausahaan Keuangan ( ppK ) adalah pejabat yang diangkat / ditetapkan oleh
Kepala OPD yang bertanggung jawab kepada Kepala OpD, yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada OpD, dengan tugas sebagai berikut :

I Meneliti kelengkapan Spp-LS pengadaan Barang /Jasa yang sampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh ppTK.

Petunjuk Operasional (PO)
Kegiatan Koordinasi dal| Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Xota Tahun 2023
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2 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS,

serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan pelundang-undangan

yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.

3 Melakukan verilikasi SPP.

4 Menyiapkan SPM.

5 Melakukan verifikasi dan penerimaan

6 Melaksanakan akuntansi OPD

7 Menyampaikan laporan keuangan OPD.

e. Bendahara Pengelueran

I Menyiapkan SPP-LP/GU/TU dan LS

2 Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat

pada Buku Panjar.

3 Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna

Anggaran / Kuasai PPTK Pengguna Anggaran.

4 Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-OPD.

5 Mencatat SPJ yang dicrima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.

6 Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatanganinya serta meneruskan

kepada PPK-OPD.

7 Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.

8 Membuat dan menandtangani Buku Panjar.

9 Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.

10 Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.

I 1 Menandatangani Register Penutupan Kas.

12 Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kuasa

Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD.

Tahun 2023Petunjuk OperasioDal (PO)
Kegiatan Koordinasi dan SinkroIlisasi Pemanfaatan RuangDaerah Kabupaten/Kota
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Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang

berlaku.

Kuasa
leh :

Anggaran
ulo Dibuat oleh :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ST M T
NIP. I97 5 200604 2 021 NIP. 1982122 200902 2008

Diketahui oleh :

An. Bupati Pesisir Selatan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang,

i

o.

(/

A
I 001

s
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NIP 4
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